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KATA PENGANTAR

e EN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamiin bersyukur kepada Allah SWT, yang telah
memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat islam, iman, dan ikhsan
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan
(PPL) dengan judul “PERAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN” sebagai salah satu syarat untuk
dinyatakan lulus pada program Diploma Ill Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya.

Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Muhammad
Rasullullah Sallallahualaihi Wassalam, yang merupakan suri tauladan bagi kita

semua yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di
lapangan tempat pelaksanaan Praktek kerja/magang ini berlangsung, yaitu pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Semua kegiatan dan data dalam
bentuk tertulis pada lampiran yang merupakan bukti nyata pelaksanaan magang

yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Medan Petisah.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata

sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak



sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Oleh karena itu penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada henti kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan
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yang selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam
menjalankan kehidupan, yakni Bapak MUSAROWADI dan Ibu
YATINEM.

2. Kakak, Sepupu serta seluruh keluarga yang tiada henti memberikan
support terbaik.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
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rela mengorbankan waktu untuk membimbing,mengarahkan dan membina
penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan magang dengan baik dan
tepat waktu.
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Kerabat penulis selanjutnya yaitu Muhammad Igbal Tarigan, Mariyah
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Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis sampaikan dan mohon
maaf tidak dapat menyebutkannya satu persatu karena kalian orang-orang yang
penulis kenal kalianlah orang-orang yang sangat luar biasa. Semoga laporan ini
dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat para penulis sendiri,
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kita semua serta keselamatan baik didunia maupun diakhirat nanti, Amin Ya
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini
membawa pengaruh yang besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari
pengaruh yang biasa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam
memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita untuk
dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang memadai
guna meraih peluang yang terbatas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu
lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan
pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat
melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang
nantinya dapat memeuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara telah menciptakan suatu progam yang berkualitas dan merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan
studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Program Pengalaman
Lapangan (PPL). Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada
instansi pemerintah yang dimana jenis pekerjaan dan tempat PPL disesuikan
dengan jurusan masing-masing.

Melalui PPL mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan mempraktekannya dengan



terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat
meningakatkan pengalaman, keahlian, dan memperolenh gambaran dunia kerja
nyata.

Dengan demkian Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan
langakah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa/i pada dunia kerja. Karena
dengan mengkikuti program PPL maka mahasiswa tersebut tidak akan merasa
kaku atau canggung lagi saat bekerja.

KPP Pratama Medan Petisah adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak
di wilayah Medan yang melayani Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak. Salah satu
persyaratan untuk melaporkan pajak adalah melampirkan surat setoran pajak

(SSP) yang diperoleh setelah melakukan penyetoran pajak terutangnya.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk
kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i di suatu Kantor Pelayanan
Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya
(A.Md). Praktek Pengalaman Kerja Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 01
Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019.

Dengan adanya Program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan
pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain
mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang Kkarir, pembagian kerja dan
manajemen usaha. Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada
mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya

baik karyawan (employes) maupun sebagai wirswasta (entreprencur). Dan



memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan
kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

Penulis di tempatkan di bagian seksi SUKI subbagian umum. Adapun
tugas dalam seksi SUKI antara lain :

1. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

3. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) sertasurat
lainnya;

4. Penyuluhan perpajakan.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan
yang diharapkan. Demikian dalam halnya Praktek Pengalaman Kerja Lapangan
yang dilaksankan oleh mahasisa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama
Medan Petisah, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan.

a). Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Untuk mepraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi
dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga
diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia
pendidikan.

2. Menerapkan Kemampuan teoritis ke dalam dunia paktek sehingga mampu
menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu
mahasiswa.

3. Menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang
mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil

keputusan dalam dunia kerja.



4. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam

dunia kerja.

5. Menambah pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui

dunia kerja yang sebenarnya, dan

6. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir serta untuk

memperoleh gelar Ahli Madya dibidang Manajemen Perpajakan Universitas

Muhammidayah Sumatera Utara

b). Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai

hasil pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah :

1. Bagi Mahasiswa.

a.

Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta
menambah pengembangan ilmu pengaetahuan mahasiswa/i dibidang
perpajakan pada umumnya dan pada bidang keberatan khusunya.

Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta
kedisplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki duia kerja
yang sebenarnya.

Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang
berbeda dari dunia kampus.

Untuk belajar bekerja sama dalam satu tim untuk memotivasi
pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan
produktifitas.

Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), Mahasiswa

dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun



kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk
meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.

Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin didalam dunia kerja.
Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa.
Sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Program

Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan.

2. Bagi Lembaga Unniversitas.

a.

b.

C.

d.

Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga
Pendidikan Universitas ~ Muhammadiyah =~ Sumatera  Utara dengan
perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL
(Program Pengalaman Lapangan).

Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL
(Program Pengalaman Lapangan).

Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan
penulis.

Untuk menambah relasi kerja.



3. Bagi Perusahaan

a. Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

b. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada
mahasiswa tentang keadaan dunia kerja.

c. Adanya kerjasama atau hubungan baik antara Universitas dengan
perusahaan tersebut dikenal dengan kalangan akademis dengan dunia
pendidikan.

d. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa

mahasiswa yang melakukan praktek.



BAB |1

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut
pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi
tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertian pajak
agar lebih mudah dipahami. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun
1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi
wajib dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut
Rachmat Soemitro, (kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang Abdul Rahman,
2010:15) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi),
yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.



2. Fungsi Pajak

Menurut fungsi nya pajak mempunyai 2 fungsi penting yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Adalah fungsi pajak untuk memperoleh uang atau dana dari masyarakat
sebanyak-banyaknya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah di sektor publik yang pemungutan nya berdasarkan undang-—

undang.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Adalah pajak yang diperoleh dari masyarakat selain untuk dana
anggaran juga dapat berfungsi mengatur tercapainya keseimbangaan

perekonomian,sosial,politik dan sebagainya.

3. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di indonesia ada 3 yaitu:
1) Official Assesment sistem
Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak. ciri - cirinya antara lain:
a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ,adalah pemerintah /
fiskus. Wajib pajak bersifat pasif.
b. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

pemerintah.



2) Self Assesment sistem

Adalah sistem pemungutan pajak kepada wajib pajak untuk
menentukan besarnya pajak dan menghitung adalah wajib pajak sendiri. ciri —
cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) With holding sistem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang terutang oleh seorang
wajib pajak dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan
pemerintah.ciri-cirinya: 24 Wewenang menentukan besarnya pajak yang
terutang adalah oleh fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang terutang oleh seorang
wajib pajak dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan
pemerintah.ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah oleh
fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Menurut golongannya pemungutan pajak dapat di kelompokkan

menjadi dua bagian yakni :
a. Pajak Pusat
Merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah pusat melalui undang-

undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan
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hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan

pembangunan. Pajak yang termasuk pajak pusat adalah :

1. Pajak Penghasilan(PPh)

2.

3.

6.

7.

Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang mewah(PPnBM)

Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

Bea Materai

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

Bea Masuk, Bea keluar dan cukai

b. Pajak Daerah

Merupakan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah dengan Perda (peraturan daerah).

Untuk mencapai hasil yang maksimal pemerintah mengeluarkan undang-

undang No 18 tahun 1997, dengan demikian Undang-undang No 34 tahun 2000

(Marihot; 2005), lahir sebagai pembaharuanya tentang pajak daerah.

Pembagian pajak daerah menurut undang-undang adalah

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b. Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

c. Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor

o

Pajak Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan

@

Pajak Alat berat dan alat-alat besar
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2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Adapun kewajiban dari wajib pajak itu adalah melaksanakan
melaksanakan pendaftaran NPWP sebagai identitas diri wajib pajak,
mengambil sendiri blanko SPT, wajib pajak wajib untuk mengisi dengan
benar dan lengkap dan menandatangani sendiri SPT, menyelenggarakan
pembukuan dan pencatatan.

Sedangkan hak wajib pajak adalah untuk menerima tanda bukti pemasukan
surat pemberitahuan, wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan
penundaan penyampaian SPT, wajib pajak dapat melakukan pembetulan
sendiri 26 SPT, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan

kelebihan pembayaran pajak.

B. DESKRIPSI DATA
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama
Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
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94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya
menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan
adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak
tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang
akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan
lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju
yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui
sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja
yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya. Unit
kerja tersebut adalah :

1. KPP Madya Medan

2. KPP Pratama Medan Barat

3. KPP Pratama Medan Petisah
4. KPP Pratama Binjai

5. KPP Pratama Medan Belawan
6. KPP Pratama Medan Kota

7. KPP Pratama Medan Timur

8. KPP Pratama Medan Polonia



9. KPP Pratama Lubuk Pakam
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga

kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan

kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor

Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Wilayah Kkerja kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi 3 (tiga) kecamatan yng

terdiri atas :

Tabel I1.1 wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah

Kecamatan medan sunggal

Kecamatan medan helvetia

Kecamatan medan petisah

Kel. Sunggal
Kel. Tanjung rejo
Kel. Babura sunggal

Kel. Simpang tanjung

Kel. Kampung lalang

Kel. Tanjung gusta
Kel. Cinta damai

Kel. Sei sikambing C Il
Kel. Dwikora

Kel. Helvetia

Kel. Helvetia tengah

Kel. Helvetia timur

Kel. Petisah tengah
Kel. Sei sikambing D
Kel. Sekip

Kel. Sei putih barat
Kel. Sei putih tengah
Kel. Sei putih timur

Kel. Sei putih timur 11

Yang wilayah kerjanya dibagi setiap masing-masing Waskon :

1. Waskon 1 wilayah kerjanya meliputi :

a. Kel. Sekip




b. Kel. Sei Sikambing C 1l
c. Kel. Sei Sikambing D
d. Kel. Sei Putih Tengah
e. Kel. Sei Putih Timur
f. Kel. Helvetia Timur
2. Waskon Il yang wilayah kerjanya meliputi :
a. Kel. Petisah Tengah
3. Waskon Il yang wilayah kerjanya meliputi :
a. Kel. Sunggal
b. Kel. Tanjung Rejo
c. Kel. Helvetia Tengah
d. Kel. Tanjung Gusta
e. Kel. Babura Sunggal
f. Kel. Kampung Lalang
4. Waskon 1V yang wilayah kerjanya meliputi :
a. Kel. Sei Putih Tengah
b. Kel. Sei Putih Timur
c. Kel.Cinta Damai
d. Kel. Dwikora
e. Kel. Helvetia
f. Kel. Sei Sikambing B

g. Kel. Simpang Tanjung
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2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan

perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat

memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek

good governance pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk

mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi

dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

a.

C.

Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas
dan efisiensi yang tinggi.

Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam
mengatasi  permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan
perpajakan dengan meminimalkan distorsi.

Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.
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d. Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan
aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta admistrasi
perpajakan mutakhir.

Moto Pelayanan Kantor Pelanyanan Pajak (KPP) Pratama Medan

Petisah adalah Profesional,Amanah,Sederhana, Transparan,dan Inovatif.

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek
pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

4. Penyuluhan perpajakan.

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Pelaksanaan ekstensifikasi.

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

11. Pelaksanaan intensifikasi.

12. Pembetulan ketetapan pajak.
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13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
14. Pelaksanaan administrasi kantor.
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Petisah

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara
sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta
tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan
kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk
mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah terdiri dari 11 (sebelas) seksi yang masing-masing
seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dapat digambarkan sebagai
berikut :

1. Sub Bagian Umum.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
3. Seksi Pelayanan.

4. Seksi Penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.



8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I1.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I11.

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V.

11. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH
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SEKSIPDI

KEPALA
EANTOR
FUNGISIONAL EASUBBAG
PEMERIKSA UMUM
PAJAK
PELAKSANA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN PENAGIHAN WASEON WASKON
I 111
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERIESAAN EESTENSIFIKASI WASEON WASKON
I v

Gambar 11.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah
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5. Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan Petisah
Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi,
dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas
pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Untuk
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2008, tanggal 13 Maret 2008, maka pembagian

tugas dan wewenang masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1) Kepala KPP (Kepala Kantor)

Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan
penyusunan rencana strategi kantor wilayah.

b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak
berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi,
keuangan, dan realisasi penerimaan tahun lalu.

c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman sesuai
arahan kepala kantor wilayah.

d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam
rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.

e. Mengkoordinasi pelaksanaan rencana pencarian data strategis dan
potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.

f.  Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan

potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.



g.
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Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan
pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak
berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.

Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi
perpajakan.

Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan.

Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan
tahunan PPh, pembayaran masa PPN/PPnBM dan PBB sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) untuk mengetahui
tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan pelaksanaan

pemeriksaan pajak.

2) Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam

mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama

dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan,

rumah tangga serta perlengkapan.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

a.

b.

Penatausahaan surat masuk dan keluar.

Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil
pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan dari Ditjen
Kemenkeu/BPK/ Unit Fungsional Pemeriksaan lainnya.

Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyaraakat

melalui pos maaupun secara langsung.
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d. Menyusun laporan berkala KPP, meliputi Laporan Ketertiban
pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian
Barang-barang milik negara dan lain sebagaainya.

e. Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sessuai dengan
peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.

f.  Pengadministrasian hak-hak pegawai antaraa lain hak cuti, asuransi
kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pengsiun dan
sebagainya.

g. Pengadministrasian gaji pegawai.

h. Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaaan barang-barang
kebutuhan kantor.

i. Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola sistem

akuntansi instansi.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi
perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha angka
penerimaan pajak, pengalokasian, pelayanan dukungan teknis komputer,
pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan Kinerja.
Adapun tugasnya sebagaai berikut :

a. Menyusun rencana penerimaan pajak berdassaarkan ekonomi dan
keuangan.

b. Menatausahaan penerimaan pajak.

c. Membuat laporan monitoring penerimaan pajak dan extra effort.

d. Perbaikan komputer dan aplikasi komputer.
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e. Penatausahaan alat keterangan.

f. Penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengolaan data dan
informasi.

g. Pengaturan jaringan komputer keseluruh pegawai serta pengawasan

terhadap penggunaan jaringan komputer.

4)  Seksi Pelayanan
Melaksaanakan  penerbitan  produk  hukum  perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan
perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tugasnya sebagai
berikut :
a. Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat-
surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT).
b. Menatausahakan surat-surat masuk untuk seksi pelayanan.
c. Menatausaahakan arsip atau berkas perpajakan.
d. Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak serta permohonan NPWP.
e. Menyelesaikan permohonan penghapusan NPWP dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
f. Menerbitkan surat keputusan pembetulan produk hukum.

g. Pemberitahuan Wajib Pajak keluar atau pindah masuk.
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h. Menatausahakan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT
masa PPh pemotong dan pemungut yang telah diterima kembali dalam
rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

i. Menyelesaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian
SPT Tahunan PPh.

J. Melayani peminjaman atau pengiriman berkas dari atau ke Kantor
Pelayanan Pajak lain.

k. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

I.  Mencetak surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh, SPT
masa PPh, SPT masa PPN, yang tidak di sampaikan atau disampaikan
tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

m. Menerbitka Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak
(STP).

n. Melaksanakan penyuluhan perpajakan.

0. Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi perpajakan yang

dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

5) Seksi Penagihan
. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak,
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak
serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
Adapun tugasnya sebagai berikut :
a. Menatausahakan surat masuk ke seksi penagihan.
b. Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran atau

pelunasan pajak.
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c. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak.

d. Menerbitkan dan melaksanakan Surat Paksa.

e. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan
melaksanakan penyitaan.

f. Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak
kepada pimpinan bank.

g. Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggakan pajak yang
telah disita.

h. Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat terhadap
piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau tidak
mungkin ditagih lagi.

i. Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak.

J.  Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.

Seksi Pemeriksaan

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan
pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
Adapun tugasnya sebagai berikut :
a. Menatausahakan surat masuk ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan

internal.

b. Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
c. Menerbikan surat perintah pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan

(SPT) pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
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Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LPH) dan nota
perhitungan (Nothit).
Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak.

Membuat laporan tentang Wajib Pajak patuh.

7) Seksi Ekstensifikasi

Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,

pendataan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Adapu tugasnya sebagai berikut :

a.

b.

Menatausahakan surat yang masuk ke seksi ekstensifikasi perpajakan.
Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP.

Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan data
perpajakan.

Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi fiska.

Pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan

Pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajb Pajak, analis kinerja

Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan

evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada

cakupan wilayah (territorial tertentu).
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Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak
yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Melaksanakan peneliatian dan analisa kepatuhan material Wajib
Pajak.

Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak

benar.

. Pengusulan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.

Pengusulan Wajib Pajak patuh.

Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan  Surat
Keterangan Fiskal (SKF).

Pemberian izin penggunaan mesin teraan materai.

Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada
Wajib Pajak.

Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka
pengawasan dan wajib pajak.

Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pajak (data maching).

Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB).

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penilai

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan

dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan

pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integrasi,
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sinkronisasi, dan simplifikasi dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu,

teknologi informatika dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

a. Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan
lengkap.

b. Melakukan pemeriksaan sederhana kantor.

c. Membuat Nota Perhitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket).

d. Membuat laporan hasil pemeriksaan.

C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan
Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal
01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 yaitu setiap hari kerja di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Dan waktu kegiatan yang
disediakan kepada penulis selama berada di KPP Pratama Medan Petisah
adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 08.00-12.00
WIB, kemudian istirahat sampai pukul 13.00 WIB. Lalu dilanjut sampai
pukul 17.00 WIB.Selama PPL penulis ditempatkan dibagian Subbagian
Umum tepatnya di lantai 2 KPP Pratama Medan Petisah untuk membantu
Wajib Pajak dalam Adminstrasi Pajak.
Adapun jenis dan bentuk yang penulis kerjakan di Subbagian Umum
pada KPP Pratama Medan Petisah antara lain:
a. Menelpon para Wajib Pajak Badan baik Perusahaan, Yayasan, Hotel

dan mall.
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b. Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) pegawai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) melalui e-filling.

c. Membantu Wajib Pajak Orang Pribadi Perihal Pelaporan SPT Tahunan.

2. Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Kerja
a. Prosedur Kerja
Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pelayanan
KPP Pratama Medan Petisah adalah:
a) Mengasistensi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Polisi, dan juga wiraswasta:
1) Bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan
menanyakan hal yang dapat di bantu;
2) Mempersilahkan WP untuk duduk;
3) Siap untuk melakukan asistensi sesuai yang dibutuhkan oleh WP.
b) Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) pegawai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) melalui e-filling:
1) Menerima berkas berupa bukti potong (formulir 1721 Al) yang
diberikan oleh pegawai pajak maupun Asistent Representative (AR)
2) Menerima email yang telah disiapkan oleh pegawai pajak atau AR
3) Mendaftarkan NPWP WP untuk mendapatkan efin
4) Mendaftarkan WP bersangkutan untuk mendapatkan akun DJP

online agar dapat melaporkan pajak melalui e-filling.
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Melakukan pengisian data WP sesuai sistem e-filling yang terdapat
pada bukti potong WP.

Data siap diinput, dan SPT siap untuk dikirim (dilaporkan).

Membantu melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) Aparatur

Negeri Sipil (ASN) melalui e-filling.

1)

2)

3)

Melakukan registrasi berupa absen yang akan di isi oleh para
Wajib Pajak.
Memanggil nomor antrian sesuai absen yang tertera.

Melakukan asistensi dan membantu melaporkan pajak yang

terutang melalui e-filling.

Kendala yang Dihadapi

Adapun kendala-kendala yang penulis hadapi adalah sebagai berikut:

a)

b)

WP tidak membawa bukti potong PPh Pasal 21 (formulir 1721 Al
untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk ASN) sehingga
penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filling.

Adanya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN),
sehingga data yang sudah penulis input hilang, sehingga penulis
mengulang kembali dari awal dalam menginput data.

Koneksi internet yang buruk, sehingga penulis gagal dalam
mengirim SPT maupun kesulitan dalam menginput data melalui e-

filling sesuai data yang wajib pajak laporkan.
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c. Upaya Pemecahan Masalah

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat
dapat melakukan pemecahan masalah yang terjadi, pemecahan masalah
yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Memberikan sosialisasi bahwasanya WP hendaknya membawa
bukti potong yang diberikan oleh bendaharawan pemerintah
maupun swasta sebagai administrasi yang tidak dapat terpisahkan
dalam melaporkan pajak di KPP Medan Petisah.

b) Menghimbau maupun menginstruksikan dalam bentuk mensurati
PLN agar dalam tengang waktu untuk pelaporan pajak tidak ada
pemadaman listrik, dimana jatuh pada bulan maret untuk pelaporan
pajak PPh 21.

c) Melakukan perbaikan koneksi internet, baik itu penambahan wifi
dan dapat juga membatasi jumlah penggunaannya, sehingga
koneksi yang terhubung dapat berjalan dengan lancar.

D. Analisa dan Pembahasan

Setelah penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL),
penulis menyadari bahwasanya banyak sekali ilmu yang didapat setelah
melaksanakan program tersebut.Oleh karena itu penulis sangat bersyukur atas
kesempatan yang diberikan. Adapun beberapa referensi yang akan penulis
tuangkan dalam analisa dan pembahasan ini, diantaranya berdasarkan undang-
undang perpajakan, peraturan menteri keuangan dan juga peraturan direktorat
jenderal pajak. Maka dengan bangga penulis menyajikan analisa dan

pembahasan sebagai berikut.
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1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun
2009 Pasal 1 angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Bagi Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan.

Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk

melaporkan tentang:

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak
lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek
pajak

3) Harta dan kewajiban; dan/atau

4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1
(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan perpajakan.
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b) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi PKP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan
dan  mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang:

1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak,
sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

3. Bentuk dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
N0.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta
Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan.

1. Bentuk SPT terdiri dari dua yaitu:
a) SPT Masa adalah SPT untuk satu masa pajak yaitu satu bulan.
b) SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian

tahun pajak.

2. Jenis SPT
a. SPT Masa terdiri dari :
a) SPT Masa PPh pasal 21/26

b) SPT Masa PPh pasal 21 dan 26
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c) SPT Masa PPh pasal 22

d) SPT Masa PPh pasal 23 dan 26

e) SPT Masa PPh pasal 25

f) SPT Masa PPh pasal 15

g) SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)

h) SPT Masa PPN dan PPNnBM

i) SPT Masa PPN PKP pedagang eceran

J) SPT Masa PPN bagi pemungut

b. SPT Tahunan:

a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan
mata uang Dollar Amerika Serikat

c) SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja

d) SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai penghasilan satu pemberi kerja dengan
penghasilan Bruto tidak melebihi Rp.30 juta setahun.

4. Sanksi Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU no. 28 tahun 2008 tentang
Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, Tidak/terlambat
menyampaikan SPT dikenakansanksi sebagai berikut:

a) SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-

b) SPT Masa Pajak lainnya dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-



34

c) SPT Tahunan PPh Orang pribadi dikenakan denda
sebesarRp.100.000,-

d) SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,-
Berdasarkan pasal 8 ayat (2a), (3) dan (5) UU no. 28 tahun 2008
tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembetulan
ketidakbenaran SPTsendiri dikenakan sanksi:
a) Sebelum pemeriksaan dikenakan bunga sebesar 2%.
b) Sebelum penyidikan dikenakan denda sebesar 150%.
c) Sebelum menerbitkan SKP dikenakan kenaikan 50%..

5. Batas waktu penyampaian SPT
a) SPT Masa

Tabel I1. 2 :Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

No Jenis SPT Masa Batas waktu penyampaian SPT
terakhir
1 PPh pasal 21 Tanggal 20 bulan takwim

berikutnya setelah masa pajak

berakhir

2 PPh pasal 22 Bendaharawan Empat belas hari setelah akhir
masa pajak

3 PPh pasal 22 Bea Cukai Tujuh hari setelah pembayaran

4 PPh 22 yang dipungut | Tanggal 20 bulan takwim
pertamina berikutnya setelah masa pajak

berakhir
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PPh pasal 22 Badan tertentu

Tanggal 20 bulan takwim

5 berikutnya setelah masa pajak
berakhir

6 PPh pasal 23/26 Tanggal 20 bulan takwim
berikutnya setelah masa pajak
berakhir

7 PPh pasal 25 Tanggal 20 bulan  takwim
berikutnya setelah masa pajak
berakhir

8 PPN/PPnBM-PKP/pemungut | Tanggal 20 bulan takwim

PPN selain Bendaharawan berikutnya setelah masa pajak

berakhir

9 PPN/PPnBM Bendaharawan Empat belas hari setelah akhir
masa pajak

10 PPN/PPnBM yang dipungut Tujuh hari setelah pembayaran

Bea Cukai

Sumber : pajak.go.id

b) SPT Tahunan

Tabel I1. 3 : Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

No Jenis SPT Tahunan Batas waktu penyampaian SPT
terakhir
1 SPT PPh Tahunan Tanggal 31 bulan ketiga setelah

tahun pajak atau bagian tahun
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pajak

SPT PPh pasal 21 Tahunan | Tanggal 31 bulan ketiga setelah

2 tahun pajak atau bagian tahun pajak

Sumber : pajak.go.id

6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penyampaian SPT
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya
dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan
benar sesuai peraturan yang berlaku atau belum. Kepatuhan terdapat dua
macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu
keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya
memenuhi  semua ketentuan material perpajakan  sesuai isi
Undangundang. Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor
544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria
Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi Kkriteria
tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan

pembayaran pajak.
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Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua
jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karna melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

d. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukaan
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang
terutang paling banyak 5%.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir
di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

b. Pengertian wajib pajak orang pribadi
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian diatas
wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki
penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PKP) dan

diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
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c. Pengertian evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
adalah menilai tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi yang
menurut ketentuan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan.
Atau menilai tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam
memenuhi  kewajiban  perpajakan dan  melaksanakan  hak
perpajakannya.
d. Penyampaian SPT secara elektronik
Wajib Pajak mengajukan permohonan efinsecara tertulis
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
dengan melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan
Terdaftar sesuai dengan lampiran pada Peraturan Dirjen Pajak No.
Kep-05/PJ./2005. Permohonan efinini disetujui apabila:
1) Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat
dalam master file Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
2) Bagi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan
Surat pemberitahuan, telah menyampaikan:
a. SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan untuk tahun pajak
terakhir.
b. SPT Masa PPN untuk enam masa terakhir
Setelah permohonan diterima, Kepala Kantor Pelayanan
Pajak akan memberikan efin paling lama dua hari kerja sejak
permohonan diterima Apabila efin hilang, Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonanpencetakan ulang dengan syarat menunjukkan



39

Kartu NPWP asli atau Surat Keterangan Terdaftar asli. Apabila Wajib
Pajak sudah mendapatkan efin , dapat mendaftarkan diri melalui satu
atau beberapasitus perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang
ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Setelah Wajib Pajak mendaftar, perusahaan penyedia jasa
aplikasi akan mengirimkan kepada Wajib Pajak tata cara penyampaian
SPT secara elektronik (e-filing) dan aplikasi e-SPT beserta buku
petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya. Kemudian Wajib
Pajak meminta sertifikat (Digital Certificate) ke Direktorat Jenderal
Pajak melalui website perusahaan penyedia aplikasi (ASP), sertifikat
(Digital Certificate) ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan efin yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. Sertifikat (Digital
Certificate) ini seterusnyaakan digunakan sebagai alat yang berfungsi
untuk mengamankan data WajibPajak dalam setiap proses
penyampaian SPT secara elektronik (e-filing). Apabila Wajib Pajak
telah memiliki Sertifikat (Digital Certificate), Wajib Pajak dapat
menyampaikan SPT secara elektronik.SPT secara elektronik ini diisi
secara benar, jelas dan lengkap.Selanjutnya Wajib Pajak dapat mengisi
SPT pada aplikasi SPT yang disediakan oleh DJP, aplikasi SPT dipilih
sesuai dengan jenis pajaknya dan menyampaikannya pada situs-situs
yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila SPT yang disampaikan Wajib Pajak dinyatakan
lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diberikan Bukti

Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah
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induk Surat Pemberitahuan yang telah diterima oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi

yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor

Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor

Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia

Jasa Aplikasi (ASP). Selanjutnya Wajib Pajak mencetak dan

menandatangani induk Surat Pemberitahuan yang telah diterima oleh

Direktorat Jenderal Pajak dan wajib menyampaikan induk Surat

Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen

lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar secara langsung ataumelalui pos secara tercatat,

paling lama:

a. Empat belas hari sejak batas terakhir pelaporan Surat
Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan
sebelum batas akhir penyampaian.

b. Empat belas hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan
secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan
setelah lewat batas akhir penyampaian.

Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal
penerimaan Surat Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang
tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik sepanjang Wajib
Pajak telah memenuhi kewajibannya. Tanggal penerimaan induk
Surat Pemberitahuan beserta lampirannya adalah tanggal yang

tercantum pada bukti pengiriman surat. Apabila Wajib Pajak tidak



b. Perbedaan Lapor SPT Manual dengan e-filing

41

menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta lampiran yang

dipersyaratkan dalam jangka waktunya, Wajib Pajak dianggap tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan. Data Wajib Pajak berupa Surat

Pemberitahuan beserta

lampirannya yang disampaikan secara

elektronik yang dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan Penyedia

Jasa Aplikasi (ASP), diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara

lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan

Direktorat Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Fama : MNARNS SORARMA
MNPWP : 77312044944 22000

Gambar 11.2 : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Tahun Pajak : 2016
Ma=a Pajak : 0L/12

Jenis SPT : 17705

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Mihil
MNominal : 0

Tanggal Penyampaian : 13/03,/2017
Momor Tanda Ternima Elektronik : 80449306237177713151
Terima kasih telah menyampaikan Laporan 5PT Anda.

Sumber : pajak.go.id

Tabel 1. 4 : Perbedaan Lapor SPT Manual dan e-filling

No | Uraian Lapor SPT Manual Lapor SPT e-filling

1 Metode pengisian | Lembaran kertas Sistem input data (elektronik)
2 Sistem identifikasi | Tidak efin Efin

3 Metode pelaporan | Datang langsung ke KPP | Dimana saja

Sumber: online-pajak.com




42

Dari tabel diatas maka penulis dapat menguraikan perbedaan SPT manual

dengan e-filling sebagai berikut.

C.

1)

2)

3)

Metode pengisian

Metode pelaporan SPT secara manual dan e-filing pajak sama-sama
menggunakan formulir resmi dari DJP.Akan tetapi, formulir e-filing
pajak tidak berupa lembaran kertas, melainkan langsung tersedia di sistem.
Semua kolom yang harus anda isi sama dengan formulir manual.

Sistem identifikasi

Metode pelaporan menggunakan e-Filing pajak mewajibkan Anda
memiliki sistem identifikasi elektronik yang disebut e-FIN (Electronic
Filing Identification Number). Nomor ini diperoleh setelah wajib pajak
mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdaftar.

Metode pelaporan

Metode pelaporan SPT manual mewajibkan Anda untuk datang langsung
ke KPP setempat.Sementara, dengan e-Filing pajak, Anda bisa melaporkan

dan membayar dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.

Kelebihan e-filling

Dibandingkan penyampaian SPT secara manual menggunakan

dokumen kertas, lapor pajak melalui e-filing, memberi tiga keuntungan ujar

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak

Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (13/3/2019),

kompas.com: 2019.
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1. Pertama, e-filingakan membuat wajib pajak lebih cepat melaporkan SPT
pajaknya. Sebab, wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk antre.

2. Kedua, wajib pajak akan lebih nyaman karena pelaporan SPT pajak
dengan e-filing dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

3. Ketiga, melaporkan SPT pajak akan lebih mudah karena sudah
dilengkapi dengan fitur auto-calculation sehingga jumlah pajak yang

terutang serta status laporan dapat langsung diketahui.

d. Kelemahan e-filling
Disamping banyaknya kelebihan e-filling, namun juga masih
terdapat kelemahan e-filling, diantaranya:

1. Perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital terlihat
mudah. Namun di lapangan bisa terjadi berbagai permasalahan. Pada
tahap awal penerapan system ini, ketikata upload data sering gagal.

2. Kondisi rill di lapangan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan

aplikasi e-filing masih sangat rendah.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan telah di sajikan pada bab
sebelumnya maka diambi kesimpulan sebagai berikut :
1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah setiap tahunnya belum stabil. Berdasarkan Skala
Absolut Skala Lima, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
tahun 2017 tergolong kurang patuh yaitu sebesar 70,43% sedangkan
tahun 2018 76,45% dan tahun 2019 82,42% tergolong cukup patuh.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak
Penghasilan yaitu :
a. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
b. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang pahammengenai
prosedur dan tata cara Pelaporan SPT Tahunan Penghasilan
Orang Pribadi.
c. Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Medan

Petisah.
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3.

B. Saran
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Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan
SPT Tahunan Pajak Peng hasilan yaitu :

a. Memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun
tidak langsung dan memberikan sanksi bagi para wajib pajak yang
belum melaporkan SPT Tahunannya sampai batas akhir.

b. Menerbitkan surat himbauan pembetulan kepada Wajib Pajak agar
segera membetulkan SPT Tahunannya sesuai dengan Analisis
profil Wajib Pajak yang berasangkutan dan memberikan pelayan
khusus untuk wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur

dan tata cara pelaporan SPT Tahunan yang benar.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulis memberikan saran

kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebagai berikut :

1.

Penyuluhan/sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus ditingkatkan
terutama untuk wajib pajak baru yang masih belum paham mengenai
prosedur dan tata cara dalam pelaporan pajak yang sesuai dengan
Undang-undang perpajakan. Dengan tingginya identitas informasi
yang diterima oleh Wajib Pajak, diharapkan Wajib Pajak akan paham
dan termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehinnga
tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT
Tahunan PPh dapat meningkat setiap tahunnya dan target penerimaan

pajak tercapai dengan maksimal.
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2. Memberikan kemudahan dalam segala pemenuhan kewajiban
perpajakn dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak
agar semakin berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah
pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan
tetap dalam standar pelayan yang dapat di pertanggungjawabkan serta

harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
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DAFTAR HADIR
NAMA : HARIYO WIBOWO
NPM : 1605190004
TEMPAT PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan petisah

Hari/ Tanggal

Masuk

Jam

Keluar

Jam

Pri

M

Jam

Siang
asuk

Prl Jam

Keluar

Keterangan

I Jumat, 1 Februari 2019 09:14:35 | 4 12:00 i 13:30 1 17:09:45 f’
2. Kamis, 4 Februari 2019 07:12:27 ﬂ 12:00 i 13:30 i. 17:05:03 i
3. Rabu, 6 Februari 2019 07:17:23 »lZ:()O 2}\ 13:30 d 17:04:24 3
4| Kamis, 7 Febroari 20194072725 | Pk | 1200 | 4 | 1330 J’é_ 17:06:32 j/
3. Jumat, 8 Februari 2019 07:23:52 12:00 d’_ 13:30 E\ 17:07:18 Z
6. | Senin, 11 Februari 2019 | 07:26:26 ;dr 12:00 ﬂ’ 13:30 ;}L 17:03:27 j
7. | Sclasa, 12 Februari 2019 | 07:1748 |4 | 1200 | # | 1330 g | 170310 2
8. Rabu, 13 Februari 2019 07:10:29 ;_ 12:00 g 13:30 17:05:42 a
9. Kamis, 14 Februari 2019 | 07:23:39 &_ 12:00 2/ 13:30 4 1243215 i‘
10. Jumat, 15 Februari 2019 | 07:16:14 % 12:00 4 13:30 d 17:04:15 j
11 Senin, 18 Februari 2019 | 07:20:24 A_ 12:00 Od‘ 13:30 a 17:03:10
12. | Selasa, 19 Februari 2019 1:07:30:25 ql 12:00 rj- 13:30 j 17:05:12 d
‘ 13. Rabu, 20 Februari 2019 07:19:16 1 12:00 A 13:30 ‘j 17:03:20 4
14. | Kamis, 21 Februari 2019 | 07:14:38 % 12:00 d, 13:30 [} 17:03:47 | 121 Pgiaaren
15. Jumat, 22 Februari 2619 07:23:52 3‘ 12:00 4 13:30 ‘2 17:06:25 2
16. Senin, 25 Februari 2019 07:24:40 ﬂ 12:00 g 13:30 2 17:06:09 ﬂ
17. | Selasa, 26 Februari 2019 { 07:23:52 d, 12:00 13:30 3 17:06:49 d
18. Rabu, 27 Februari ZE 07:21:52 al 12:00 % 1;30_ _j: : _;:;(;{l » i
19; Kamis, 28 Februari 2019 | 07:21:15 A 12:00 q’i 13:30 df 17:05:02 4’.
20. Jumat, 29 Februari 2019 | 07:16:01 A] 12:00 a 13:30 ﬂ, 17:21:21 %,
Medan, Febuari 2019

KPP Pratama Medan Petisah

NIP 1980930200003 1002
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(UMSU)
AGENDA HARIAN PPL
NAMA : HARTYO WIBOWO
NPM : 1605190004
TEMPAT PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
HARI / URAIAN e PARAF
TANGGAL PEKERJAAN ANy INSTRUKTUR

Jumat, e Perkenalan ke pegawai

1 Februari 2019 e Scan berkas CKP dan | e 104
SKP
2. | Senin. . e Mendata surat setoran dan | e 450

4 Februari 2019 faktur pajak

3. | Selasa, ® Menginput data pegawai | ¢ 109
5 Februari 2019 ® Scanberkas 317

4. |Rabug ® Menyusun faktur pajak | ® 230
6 Februaﬁ 2019 perusahaan

- ' e Scan berkas * 200

5. | Kamis, .. » Memasukan data pegawai | ® 20
7 Februari 2019 ke dosier pegawai

6. | Jumat, ¢ Mengecek barang masuk | e 80
8 Februari 2019 o Scan berkas - 1 e 100

e POS surat L)

7. | Seniff ¢ ¢ Menginput data pegawai | e 50
11 Februari 2019

8. | Selasa, | #Menginput surat masuk | e 288
12 Februari 2019 dari kantor po

9. | Rabu, : e Menginput surat masuk | e 12

13 Februari 2019 |  dari pegawai fungsional

10. | Kamis, e Menyalin  berkas dan | e 112
14 Februari 2019 mengganti perangkat
komputer
11. | Jumat, e Rename file e 116
15 Februari 2019 | & Fax berkas e 3
e POS surat o]
12. | Sabtu, LIBUR

16 Februari 2018
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

(UMSU)

NO.

HARI/

TANGGAL

AGENDA HARIAN PPL

URAIAN
PEKERJAAN

KWANTUM

Senin,
18 Februari 2019 | e Menginput surat masuk | e 2
dari pos
e Menginput nama WP, | 20
NPWP dan no. surat
14. | Selasa, e Memasukan berkas ke | ¢ 20
19 februari 2019 dosier :
15. | Rabu, - e Scan berkas ¥ 454
20 Februari 2019 | e Menginput surat masuk | ¢ 3
' |  POS surat o]
16. | Kamis, e Scan berkas CKP * 20
21 Februari 2019 :
17. | Jum’at, e Bersih-bersih gudang dan
22 Februari 2019 merapikan peralatan
komputer
18. | Senin, e Menginput data pegawai | ¢ 150
25 Februari 2019 CKP,SKP dan LNKP v
19. | Selasa * * Memasukan berkas | 60
26 Februari 2019 | pegawai ke dosier dan
. menyusun data CKP SKP
dan LNKP

INSTRUKTUR
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AGENDA HARIAN PPL

NO. HARI/ URAIAN KWANTUM PARAF

TANGGAL PEKERJAAN INSTRUKTUR
Rabu, e EFILING lapor spt | e 15
27 Februari 2018 tahunan

! e EFILING lapor  spt
} i tahunan

ot |

Medan, Febuari 2019
KPP Pratama Medan Petisah

ey
EULIS YUSTISIA)
NIP 196304251986032001
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